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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Konsep Radd dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dijelaskan 

di dalam pasal 193 Kompilasi Hukum Islam. Yaitu: “Apabila dalam 

pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan 

bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan 

tidak ada ahli waris ashabah, maka pembagian harta warisan tersebut 

dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, 

sedangkan sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka”. Sedangkan 

menurut Syafi’iyyah (al-Mazani, Ibnu Suraij, Imam an-Nawawi, Ibnu 

Suraqah dan Imam al-Mawardi) Radd diberikan kepada ashabul furudh 

secara nasab, kecuali suami atau istri.  

2. Dalam pasal 193 Kompilasi Hukum Islam hanya diuraikan tentang pengertian 

radd, tetapi tidak dijelaskan siapa-siapa yang berhak mendapatkan radd 

tersebut, suami atau istri. Sedangkan Syafi’iyyah berpendapat radd diberikan 

kepada ashabul furudh secara nasab, tidak boleh diberikan kepada suami atau 

istri.  Mereka berpendapat bahwa radd diberikan kepada ashabul furudh 

secara nasab, kecuali suami atau istri. Adapun mengenai radd ini, menurut 

yang paling tepat penerapan hukum radd di Indonesia, antara konsep 

Syafi’iyyah dengan Kompilasi Hukum Islam adalah konsep yang dipegang 

oleh Syafi’iyyah dan Jumhur. Alasan pembatasan ini adalah oleh karena yang 

menjadi alasan adanya radd tersebut adalah hubungan rahim, sedangkan suami 
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atau istri kewarisannya disebabkan hukum dan bukan karena hubungan rahim. 

Ada beberapa alasan penulis lebih condong kepada pendapat Syafi’iyyah, 

yaitu: 

a. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara rinci di dalam 

pasal 193 tersebut tentang kepada siapa saja harta radd itu diberikan. 

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan berapa kadar yang 

mesti diberikan kepada dzawil furudh. 

B. Saran 

Setelah melakukan analisis terhadap konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

menurut madzhab Syafi’i, penulis terkait dengan persoalan ini dapat memberikan 

saran-saran, yaitu: 

1.  Adanya penjelasan secara detail maksud dari pasal 193 tersebut, 

terutama sekali persoalan bagian-bagian yang akan diterima, apakah 

sesuai dengan bagian yang ditentukan (furudh al-muqaddarah) atau 

dibagi secara merata kepada seluruh ahli waris. 

2. Dalam perumusan hukum Islam harus berpedoman kepada nash al-

Qur’an, sunnah, serta ijma’ (kesepakatan para ulama) atau dengan kata 

lain mazhab yang mayoritas dipegang oleh masyarakat, kerena inilah 

yang arjah (paling kuat) sehingga tidak terjadi permasalahan di tengah 

masyarakat. 

3. Terkait dengan perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama 

mengenai permasalah radd, maka tesis ini dapat menjadi bahan 
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pertimbangan oleh hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan 

perkara terkait dengan radd tersebut. 

 


